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TENTAI{G
IZII{ OPI,RASIONAL KEPADA YAYASAN AL SIIDAIS tNDOTiESt{ TJNTT]K

NTENI}IRIKAN SEKOLAH SIENUNGAH ATAS AL WAFI ISLAilTIC BOARDING
SCHOOI, DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA I}INAS PENANAMAN ilIODAL DAN PELAYAJTAN I"ERPADT] S:\TU PINTU

Menimbang a.

PROVINSI JA1YA BARA ,

bahna dalarn rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanva partisipasi
masyarakat dalam menyeler ggarakan perrdidika n.

bahrva Yayasan Al Sudais lndonesia dianggap memenuhi svarat dan

mampu untuk rnendirikan Sekolah fulenengah Atas mulai 'J"ahun Anssaran
2019t2f24.
baira berdasarkan pertinrbangan huruf- a dan b tersebut diatas perrlu

n:*netapkan Keputusan Dinas lrenanaman Modal dan Pelar.anan Terpadu
Satu Pintu Provinsi "[arc,a Barat tentang lzin Operasional Kepada Yavasan
Al Sudais Indonesia untuk rtrendirikan Sekolah lr'lenengah Atas A1 Wafi
lslarric Boarding Schaol di Kabupaten Bo,sor

Llndang-undang Finrnor I I Tahun 1950 tentanu Pembentukan Jaua Rarat

iBerita Negara Repuhiik indonesia Tanggal.l Juli 1950);

Llndairg-undang Narnor 20 Tahun 200i teniang Srstem Pendidikan
Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonror 78

Tamhahan l,embaran hiegara Republik Indonesia Nomor 4301).
Undang-undang Nornor 13 Tahun 201-i tentans Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 101.1 Nomor 244.
Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah drubah beberapa ka1i. terakhir dengan Undang-L-indang
Nomor 9 Tahun 101-i tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor li Tahun 101-1 tentang Pemenntahan Daerah iLembaran )'Iegara
Republik indonesia Tahun 101,i Nomor -58. Tambahan Lernbarair Negara
Republik lndonesia Nomor 5679 t.
Undang-undang \omor 30 Tahun 201-+ teniang Aciministrasi
Pernenntahan t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 101.1 Nornor
l9l. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)-
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentans Starrdar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 41"

Tambahan Lembaran Negara Reputtlik lndonesia Norncr 4496j.
Peraturan Pernerintah Nomor 38 T'ahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Femerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah l{abupateni'Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tainbal"ran Lenrtraran Negara Republik
trndonesia Nonror 47 37'\.
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Peraturan Pemerintah Nomor tr7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
l'ahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5105). sebagairnana telah diubatr dengan peraturan pernerintah
Nomor 66 'rahuu 2010 tentang Perubahan atas Feraturan pemcrintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloiaan <ian Fenyelenggaraan
Pendidikan (l,embaran Negara Indonesia 'Iahun 2010 Nomor 112,
Tarrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Ncmr:r 5157);
Peraturan Pernerintah Republik lndonesia Nornor 1 I Tiihun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembarang Negara Repubtrik lndonesia Tahun 2016
Nomor tr 14);
Peraturan Pemenntah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan tJerusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Feraturan Presiden Nomor g7 Tahun ?014 tentang Penirelenggaraan
Pelayaoan Terpadu Satu Pintu {l-embaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2014 Nornor 22D.
Feraturan Menteri lrendidikan Nasronal Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2rl rahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah DasarlMadrasah Ihtidaiyah
( SD/M I), Sekolah Menengah Pertama,iMadrasah Tsnawiyah ( SMP;MT'si
dan Sekolah Menengah AtasiMadrasah Aliyah (SMA,&aA),
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan
Menegah;
Feraturan Mentsri Pendidikarr dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 20r6
tentang Standar Kollpetensi Lurlusan Pendidikan Dasar dan Menegah.
Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda-yaan Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan l)asar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan elan Keirudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 'fahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Eiektronik Sektor Pen<lidikan dan Kebudayaan;
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengalr
Ilepartemen Pendidikan Dikdasnien Depdikbud Nomor 0ISiciKepii/83
tentang syarat-s]''arat dan Tata Cara Pendiriari Sekolah Srvasta
Peraturan Daerah Frovjnsi .[aua Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelal'anan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah
Provinsi Jarva Rarat Nomor 3 'Iahun 2017 Seri Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Jarna Barat Nomor 5 Tahun 20i6 tentang
Pembentukan dan surunan Perangkat Daerah Provinsi Jau,a Barat
(Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat N*mor 6 Tahun 2016 Seri j
Nolnor 6);
Peraturan Gubernur Frovinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Prosedur Pendirian, Penggabrmgan, dan Penutupan Lembaga pendi<Jikan.

Peraturan Cubernur .larva Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang peraturan
Felaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
I)aerah Frovinsi Jawa Barat Nomor I T'ahun 201 8).
Keputusan Gutrernur Jalva Barat Nomor 069.051Kep.498-
DPkIPTSP/2$lS tanggatr 30 Mei 2018 renrang'Iim Teknis
Penyelenggaraan Pelal,anan Peri j i nan Terpadu"

surat Permohonan dari Yayasan Al sudais Indonesia Nomor :

34isPM/BiYASlilli20l9 tanggal 0l iuli 2a19, Perihal Fermohonan liin
operasional sMA Al wafi Islamic Boarding school, dan tanda terima
berkas pendaftaran Nomor : 11336253010q20i9113 tanggal daftar 23
Septernber 2019
Nornor induk Berusaha 8 I l0l 160"+0189 tang_ral 08 Oktober 2018
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T'embusan.
1. Gubentur Ja*a Barat.
2, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jarva Barat

: SMA AL WAFI {SLAMIC BOARDING SCI-IOOL
: Ji. Raya Arco No. 1 RT. 02 RW. 01 Ragamukti Kelurahan

Citay arn Kecamatan Taj urhalang Kabupaten tso gor.
Pernberian izin operasional sebagaimana dirnaksud pada dikturn KESA'rU
keputusan ini berlaku sepanjang rnematuhi semua ketentuan vang berlaku;
Pemegang izin operasional r.l,ajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap
Trir,vulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Ja*.a Barat;
Apabila pemegang iz.in operasional tidak melaksanakan kei,vajiban
sebagaimana dimaksud pada diktuni KETIGA keputusan ini dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. maka izin r:perasional akan dicabut;
Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan"

Ditetapkan di
Pada'Ianggal

: Bandung
:01NoV2019

KTPALA DiNAS PENANAiVIAN MODAL DAN P[LAYANAN TERPADL'

PINTU,

MOHAMAD, MSCE

Pembina Utarna
NlP. 1960L217 198511 1 C02


